
BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPA,TI MUSI RAWAS
NOMOR IIt TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehat€n
Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang
Pueat Kesehatan MaByarakat, setiap Puskeemas wajib
memiliki izin Operasional untuk men5relenggarakan
Pelayanan Kesehatan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalara huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang pemberian Izin Op€rasional
Pusat Kesehatan Masyankat (PUSKESMAS) di
Kabupaten Musi Rawas;

Mengingat : l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tlngkat u dan Kotaprqia di
Sumatera Selatan (Iembaran Negara Republik
Indonesia t hun 1959 Nomor 731, Tarlrfuhar:
IJmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO4 tEntaltg
Praktck Kedokteran (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 116, Tambahan
L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Republik Indouesia Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahr:n 2OO9 Nomor 144, Tambahan
L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3.



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (I.embaran Negara Republik
lndonesia Tehun 2O14 Nofior 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir
dengan UndaoS-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undaag-Undang
Nomor 23 "falun 2Ol4 tentang Pereerintah Daerah (

Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15

Nomor 58 Tambahn lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang
Penyerahan SebSgian Urusan Pemerintahan Dalam
Bidang Kesehatan Kepada Daerah ( L€mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan
l€mbaran Negara Republik Indon*ia Nomor 3347);

Feraturan Femerintah Nomor 32 Tahun 1996 tcntang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahrin 1996 Nomor 49, Tambahan
L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2OL2 rc.ntang

Sistem Kesehatan Nasional;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/2008
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan di Kabupatcn/ Kota;

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

I28/MENKES/SK / ll I 2OO4 tentang Kebijakan Dasar
Pusat Ke6ehatan Masyarakat;

10, Keputr.rsan Menteri Kesehatan Nomor
S74IMENKES/SK /V / 2OO9 tentang Sistem Kesehatan

Nasional;

Keputusan Menteri Kesehatart NorDor

455/Menkes/sK/)O/2013 tentang Asosiasi Fasilitas
Kesehatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Muai Rawaa Nomor 2
tahun 2O08 tentang Susunan Organisaei dan Tata
Keda Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas
(kmbaran Da€rah Kabupaten Musi Rawas Tahun
2OO8 Nomor 2);

5.

6.

7.

11.

t2.



MEMUTUSI(AN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN MUSI RAWAS;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Musi Rawaa
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4, Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas,
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Musi Rawas
6. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten

Musi Rawas terdiri dari 14 Kecamatan
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT

adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
Kabupaten Musi Rawas

8. Pusat Kesehatal Masyarakat yang selanjutnya disingkat
Puskesmas adalah Unit Pelaksaaa Teknis Dinas (UPTD)

Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas beserta
jejaringnya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling
dan Poliklinik Kesehatan Desa) yang bertanggung jawab
dalam melaksanakan pelayanan perseorangaJl primer darr
pelayanan kesehatan masyarakat prim€r pada satu
wilayah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati baik dengan atau tanpa tempat tidur yang
dipimpin oleh tenaga kesehatan yang kompeton.

9. Puskeamas Rawat Jalan adala} Unit Pelaksana Teknis
Dinas Kesehatan yang memberi pelayanan kesehatan
perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakal pada
pemberi pelayanan kesehatsl tingkat pertama untuk
keperluan observasi , diagnosis, pengeluaral dan/atau
pelayanan kesehatan lainnya.

10. Puskesmas Rawat Inap adalah Unit Pelaksana Teknis
Dinas Kesehatan yang memberi pelayanan kesehatan
umum dan dilaksanakan pada puskesmas perawatan
untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis,
pengobatan dan/atau pelayanan medis lainnya dimana
peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling
singkat 1 (satu)hari



ll.@e Dq Cale atau pelayanan rawat sehari adalah
peLayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan,

diagnosis, pengobatan dan pelayanan Lain dan menempati
tempat tidur kurang dari satu hari.

l2.Izin Operasional Puskesmas adalah izin yang diberikan
kepada Puakesmas termasuk jejaringnya untuk
menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

13. Pelayanan kesehatan yang dilakukan Prlskesmas addah
t rdiri dari pelayanan kesehatan perorangan primer dan
pelayanan kesehatan masyarakat primer.

14. Pelayanan lrcs€hatan perorangan primer adalah pel,ayanan

kesehatan yang terjadi konrqk pertarna secara percrangan

sebagai proses avral pel,ayanan kesehatan.
15. Pel,ayanan kesehatan masya.rakat primer adalah

pelayanan peningkatan dan pencegahan tanpa
mengabaikan pengobatan dan pemulih dengan sasaran
keluarga, kelompok, dan masyarakat.

16. Upaya Kesehatan Maslisra-kat yang dieingkat UKM adalah

upaya-upaya promosi kesehatan, pcmeliharaan

kesehatan, pembi:rantasan penyakit menular,
pengendalian penyakit tidak menular, penyehatan

tingkungan dan pcnyediaan sanitasi dasar, Perbaikan Sizi
masyarakat, kesehatan jiwa, pengamanan sediaan farmasi

dan alat kesehatan, Pengamanan zat adilftif dan bahan
berbahaya, s€rtq pcnanggulangan bencana dsn bantuan
kemanusiaan.

12. Upaya Kesehatan Perorangan yang dbingkat UKP adalah
setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau
masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan
mening!<atkan keehatan s€lta mencegah dan
menyembuhkan penyakit serta memulihkan kBehatan
perorangan. Upaya Kesehatsn Perorangan meliputi
upaya-upaya Promotif, preventif, l:uratif dan rehabilitatif.

18. Manajemen Mutu b€rperan aldif dalam Peningkatan mutu
dan keselaDatan pasien.

BAB TI

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG UNGKUP

Bagian IGsatu
Maksud dah Tujuan

Pasal 2

(f) Maksud Pcraturan Bupa.ti ini ada.lah scbagai pcdoman
pemberian izin operasional Puskesmas.

(2) Pedoman pemberian izin operasional pusk€smas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bcrtujuan unhrk :

a. Standarisasi operasional Puskesmas;

b. Meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas.
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Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang tingkup pelayanan rawat jalan dan rawat inap adalalt
pelayanan kesehatan sebagai alternatif untuk porawatan
lanjutan yang dilakukan puskesmas, antara lain : UKM, UKP
darl Manajemen mutu.

BAB III
IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS

Bagian Kesatu

Pasal 4

(1) Setiap Puskesmas wajib memiliki izin operasional;
(2) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan oleh Bupati.
(3) Izin Operasiona-l sebagaimana dimaksud pada ayat (U,

diperlukan sebagai persyaratan seleksi dan kredensialiE
untuk dapat melakukan kerjasama dengan Badan
Penyelenggara jaminan Sosial Kesehatan.

Bagian kedua

Persyaratan

Pasal 5

Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) diberikan apabila Puskesmas telah memenuhi perslraratan
sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun
2014 tentang Pusat Kesehatan Masyaral(at.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan
pengawasan kepadaPuskesmas.

Pembinaan dart pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa pemberi bimbingan, supervisi,
konsultasi, pendidikan dan pelatihan, dan

(1)

(21

kegiatan pemberdayaan lainnya.



BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Bupati
penempatannya dalam Berita Daerai
Rawa6.

pada tanggal

memerintahkan
ini dengan

Kabupaten Musi

Ditetapkan di
pada tanggal

Lubuklinggau
,e ,P.'1. 2016

RAWAS,

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal ,8 !t(l-L 2016

SEKREIARIS DAERAH
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